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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pasien BPJS mendapatkan beberapa fasilitas dalam memberikan pelayanan 

medis di rumah sakit, namun fasilitas medis yang diterimanya adalah: 

Pelayanan kesehatan tingkat pertama, pasien rawat jalan tingkat pertama 

(RJTP) dan pasien rawat inap tingkat pertama (RITP) b). Pelayanan medis 

rujukan tingkat lanjutan, yaitu Tingkat Rawat Jalan  Lanjutan (RJTL) dan 

Tingkat Rawat Inap  Lanjutan (RITL) c). Fasilitas kebidanan untuk ibu 

hamil d). Pelayanan  gawat darurat yang memerlukan penanganan segera 

dan dapat menggunakan peralatan IGD e). Dalam keadaan tertentu, 

kendaraan darurat dapat menggunakan fasilitas pengumpulan dan 

pengiriman. Karena RSU Don sendiri tidak memiliki peralatan yang 

diperlukan, maka semua jenis pelayanan medis yang dapat ditanggung BPJS 

adalah semua jenis  kecuali  kanker dan pelayanan kecantikan/keperawatan 

pasien. Ke rumah sakit yang lengkap, misalnya rumah sakit umum di NTB. 

Keluhan pengguna medis BPJS  di RSUD Dompu dan keluhan yang dialami  

pasien pengguna BPJS adalah untuk pasien pengguna BPJS jika batas 

rujukan 3 bulan dan rujukan tidak aktif, seperti surat pengantar yang sudah 

tidak berlaku lagi karena memerlukan . Jika Anda khawatir menulis surat 

rujukan baru, Anda mungkin mendapatkan kesalahan saat memasukkan 
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informasi pasien dari pengguna BPJS kesehatan dari kantor BPJS itu 

sendiri, seperti tidak cocok dengan kartu pasien BPJS  yang tercermin dalam 

sistem BPJS kesehatan banyak penyebab 

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pasien sebagai peserta  

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan 

RSUD Dompu yaitu perlindungan terhadap kepentingan hukum orang 

perseorangan disebut dengan teori perlindungan hukum. Dalam hal ini 

melindungi kepentingan peserta BPJS, seperti pelanggaran hak, merupakan 

teori yang dapat digunakan, dan perlindungan hukum represif, perlindungan 

hukum represif ditujukan untuk penyelesaian sengketa, denda dan pidana 

penjara. seperti. Sanksi yang dikenakan jika  terjadi perselisihan atau  

pelanggaran. 

a. Mengajukan pengaduan ke BPJS kesehatan 

b. Jalur mediasi 

c. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan 

Berdasarkan ketentuan ini, pasien yang terkena malpraktik atau 

ketidakpatuhan terhadap standar praktik medis yang melanggar hukum 

tunduk pada rekonsiliasi oleh Ikatan Dokter Indonesia, Komite Kehormatan 

Bidang Kedokteran Indonesia (MKDKI) atau Komisi Etik Kedokteran. 

Selain itu, jika merupakan suatu bentuk kejahatan, maka akan diajukan  

melalui pengadilan negeri  dengan melampirkan bukti fisik dari korban 

perbuatan tersebut. Penyelesaian yang dapat dilakukan: 

a. Penyelesaian kriminal  
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b.  Rekonsiliasi warga sipil  

c.  Perhitungan etika kedokteran  

d.  Pembalasan oleh Dewan Kehormatan Kedokteran Indonesia. 

B. Saran 

1. RSUD Dompu perlu terus meningkatkan pelayanan terhadap pasien 

pengguna BPJS, khususnya layanan BPJS Kelas 3 ditanggung pemerintah. 

Dalam pemerintahan khususnya di wilayah Dompu, perlu diperhatikan 

fasilitas yang ada di RSUD Dompu, karena pasien hanya mengeluh kepada 

staf rumah sakit dan staf BPJS tentang kurangnya ruangan di rumah sakit. 

Sebaiknya RSUD Dompu juga menyediakan kotak saran untuk pelayanan 

pasien di RSUD Dompu.. 

2. Pihak rumah sakit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan Rumah Sakit perlu memberikan sosialisasi atau pemahaman 

yang lebih sering kepada pasien pengguna Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) tentang prosedur dan mekanisme  pelayanan kesehatan 

kepada pasien. Selain itu, mengenai BPJS Kesehatan perlu memperhatikan 

input informasi pengguna agar tidak terjadi kesalahan sehingga pengguna 

BPJS Kesehatan tidak dapat memperoleh haknya di rumah sakit. 
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Nama FKRTL Month, Year of Tglpelayanan RITL RJTL Grand Total

January 2019 1.029     3.602     4.631           

February 2019 917        3.603     4.520           

March 2019 1.140     3.654     4.794           

April 2019 1.185     3.451     4.636           

May 2019 1.169     3.644     4.800           

June 2019 1.032     3.143     4.095           

July 2019 1.028     4.238     5.192           

August 2019 1.037     4.052     5.004           

September 2019 998        4.152     5.022           

October 2019 1.169     4.683     5.707           

Nov-19 1.176     4.171     5.347           

Desember 2019 1.006     4.053     5.059           

12.886   46.446   58.807         

RSUD Dompu

Nmtkp

Grand Total



Nmtkp

Nama FKRTL Month, Year of Tglpelayanan RITL RJTL Grand Total

January 2020 996           3.951         4.947          

February 2020 1.108       4.084         5.192          

March 2020 1.197       4.004         5.201          

April 2020 750           2.795         3.525          

May 2020 748           2.259         3.007          

June 2020 859           2.622         3.462          

July 2020 901           3.052         3.944          

August 2020 819           2.985         3.667          

September 2020 745           3.085         3.830          

October 2020 637           2.550         3.187          

November 2020 873           2.936         3.809          

December 2020 693           2.423         3.116          

Grand Total Total 10.326     36.746       46.887        

RSUD Dompu



Nama FKRTL Month, Year of Tglpelayanan RITL RJTL Grand Total

January 2021 731           2.654          3.385          

February 2021 617           2.664          3.281          

March 2021 984           3.146          4.130          

April 2021 1.031        2.956          3.987          

May 2021 949           2.643          3.592          

June 2021 850           3.063          3.913          

July 2021 422           2.269          2.691          

September 2021 1               1                 

5.585        19.395        24.980        

Nmtkp

RSUD Dompu

Grand Total


